KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7201 TAHUN 2014

TENTANG i
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ZUMROTUL MUTTAQIEN .

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, perlu mémberikan kesempatan masyarakat melalui

organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan; v '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a den b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional

Pendirian Madrasah Tsanawiyah Zumrotul = Muttaqgien

Kabupaten Sumedang.

Menimbang :a.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301); -
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dose
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lerhbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Per.didikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863); ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 -
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864); :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik (Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

Mengingat ¥ 1.




Perzgtoran Pemerninitzh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
czn Penwelerggzrzan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tzhun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Beounlik Indonesiz Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
denpzn Peraturan Pemerintah Nomior 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atzs Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
temizng Pengelolzan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran:

")

——- o, 4 —ea
Negarz Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembesan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2. Perztusan Mentes Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
S:zncas Samena dan Prasarana Untuk Sckolah Dasar/Madrasah
Totideiveh, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sewolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

s 2 Menteni Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

ancar  Pelayanan Minimal Pendidikan di
:2 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
idikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
ahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
i; Kabupaten/Kota;
i0 nteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
ii Madrasah; '
11. Peraturen Menten Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas

igawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah

{ epublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205)
sebzgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tehun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Azama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Perzturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Peanyvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperzzrvivzr ;1. Nowz Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Mezdrzsah Nemorm ND/IO/0072/2014 Tanggal 15 Desember

201%;
2. Rexomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Sumedang Nomor: Kd.10.11/2/KP.02.3/4014/2014 Tanggal

wopember 2014;
MEMUTUSKAN:

Mootz e : Hepurusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin
Operesiora! Pendirian Madrasan Tsanawiyah Zumrotu! Muttagien.
+ rikzn izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah

sebzgaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

ridzy terpisahkan dari Kepurusan ini.
EEDUA - Serelzn jangka waktu 4 [empar) Tahun, Kepala Madrasah vang

bersangintan wajib:

&z menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
¥anwor HKementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan  pemenuhan  standar sarana prasarana, dan
elzksanzzn pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

b, mengajukan pendafltaran visitasi akreditasi sekolah/n
kepada  BAP-S/M  sesual  Hetentuan  peraturan perunsans
undangan

R s

: Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditas: sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat penngkat minimal C,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan mini
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebaga
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dik

Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tang ditetapkan.
p u pada P

v}

itetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 201

o T AN, .‘.1’5.\“ ERI AGAMA RI
4727 24N\ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
. — «.\'A PROVINSI JAWA BARAT.




LAMPIRAN

KEF
OI\a;JoT USAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
R 7201 TAHUN 2014
TENTANG

P
EMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ZUMROTUL MUTTAQIEN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Muttaqien

2 | Nomor Statistik Madrasah 121232110061

3 | Alamat Madrasah Dusun Padasuka
Desa Jatimekar
Kecamatan Situraja

Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat

4 | Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Zumratul Muta‘allimin

5 Akte Notaris Organisasi Fauzi, SH
Penyelenggara No. 8 Tanggal 27 Juni 2008

AHU-4216.AH.01.02 Tahun 2008
Tanggal 15 September 2008

6 | Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyclenggara

H

/f"f?f“\' NMENTERI AGAMA RI
/‘\" KRPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

A PROVINSI JAWA BARAT,




